KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM
Jalan Prabu Rangkasari Dasan Cermen Cakranegara - Mataram
Telepon (03 70) 631160-621383, Faximile (0370)621383
Website : . polichicss .o, Email : poltekkes.mataram@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM
NOMOR : KP.04.03/1/0575.1/2016

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MATARAM

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MATARAM

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi
(WBK)/Wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui
reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan
Mataram tentang Penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilyah Bebas Dari Koupsi (WBK) pada Politeknik Kesehatan
Mataram

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

b. Undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang pidana suap

c. TAP MPR nomor 1/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

d. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

e. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 diubah dengan nomor 20 tahun
2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

f. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip
Pemerintahan yang baik

g. Instruksi Presidlen Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi

h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
25/M.PAN/2004 Indeks Kepuasan Konsumen (IKM)

i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

j- Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 dan Nomor 17 tahun 2011
tentang Pakta Integritas

k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49 tahun
2011 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 tahun 2012 tentang Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

l.  Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2012 Tentang Strategi Nasional
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PERTAMA
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5. Peraturan Menteri Negara  Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi  Birokrasi Nomor 10 Tahun
2011 tentang  Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen
Perubahan.

6. Peraturan Menteri =~ Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Budaya Pengembangan Budaya Kerja.

MEMUTUSKAN

:  KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
MATARAM KEMENKES RI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
AGEN PERUBAHAN POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM
KEMENKES RI TAHUN 2016

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam
lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Agen Perubahan di
Lingkungan Politeknik Kesehatan Mataram Kemenkes RI Tahun
2016.

: Tugas Pokok Tim Agen Perubahan Politeknik Kesehatan
Mataram Kementerian Kesehatan RI adalah:

1. Sebagai Katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada
seluruh pegawai di lingkungan unit kerja Politeknik Kesehatan
Mataram Kemenkes RI tentang pentingnya perubahan unit kerja

menuju kearah unit kerja yang lebih baik.

2. Sebagai Penggerak Perubahan, yang bertugas mendorong dan
menggerakkan pegawai untuk berpartisipasi dalam perubahan
menuju kearah unit kerja yang lebih baik.

3. Sebagai Pemberi Solusi, yang bertugas memberikan alternatif
solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan
Politeknik Kesehatan Kemenkes RI yang menghadapi kendala
dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja

yang lebih baik.



Hj. Endang Ernawati, S.Sos Manajeman SDM Pegawai sesuai dengan
Munggah, SH kebutuhan organisasi
- Nihidagsh, 8. Ade 2. Pola mutasi internal
Yunita Shain, A.Md : <
Ni Luh Antik 3. Pengerpbangan _ pegawai
Ni Putu Mei berbasis kompetensi
Tsamaratul jannah 4. Penetapan Kinerja Individu
Afif Maulana 5. Penegakan Aturan
disiplin/Kode etik/Kode
perilaku pegawai
6. Sistem Informasi Pegawai
10. | TIM 4: Tim Penguatan 1. Keterlibatan Pimpinan
Fahmi Arfan, SE Akuntabilitas 2. Pengelolaan  Akuntabilitas
Ranun Azani,S.Si Kincris
Hj. Sinarni, S.Sos 1)
Affan ardianto,A.Md
Musairi
Elmiah
Ni Nengah Arini,A.Md
Maria Hidayati, SE
1. | TIM5: Tim Penguatan 1. Pengendalian Gratifikasi
I Ketut Suwiryajaya, M.Erg Pengawasan 2. Penerapan Sistem
Drs Urip, M.Kes
Desey Eliniyani, S.en Penga\fvasan Internal
Sudarmi,S.ST,M.Keb Pemerintah
Dian Ayu 3. Pengaduan Masyarakat
4. Whistle Blowing System
5. Penanganan Benturan
Kepentingan
12. | TIM 6: Tim Peningkatan 1. Standard Pelayanan
Drs. H. Zulkifli, MM.Kes. MM Kualitas Pelayanan 2. Budaya Pelayanan Prima
Hj. Siti Aysah, M.Kes Publik 3 Penilai K
Zainal Fikri, SKM, M.Sc . LEAIAI i
Moch. Ikhsan,S.Pd Terhadap Pelayanan

Khaerul Abdi, SKM,M.Kes
Puspasari
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